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PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Tkl

sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabbua, 13 Juni 1992, agama
Islam, pekerjaan xxx XxXxx Xxxxxx, pendidikan
SD, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi
Selatan, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kampung Beru, 12 Juni 1991,
agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXXXXXXX, pendidikan SD, bertempat tinggal di
KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan
register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
hari Ahad tanggal 28 April 2013 di rumah Imam Kelurahan Bontonompo di
Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, yang
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
kediaman bersama di Dusun Barua, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX]
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3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama;

3.1. ANAK umur 10 tahun, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Laki-laki, (dalam
asuhan Penggugat);

3.2. ANAK, umur 4 tahun, Pendidik: Belum Sekolah, Jenis Kelamin:
Perempuan, (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 hubungan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan;

5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

5.2. Tergugat sering memakai obat-obat terlarang (NARKOBA);

5.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5.4. Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat;

5.5. Tergugat tidak menghargai Penggugat karena Tergugat sering pergi tanpa
seizin Penggugat;

5.6. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

5.7. Tergugat kurang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain tanpa seizin dari
Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2022 pada saat
itu Penggugat melarang Tergugat untuk tidak memakai obat-obat terlarang
(narkoba) akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengelak bahwa Tergugat
telah memakai obat-obat terlarang kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah
berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat
telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan

tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
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8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan
emosional yang lebih kuat pada ibunya;

9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK
umur 10 tahun diasuh oleh Penggugat dan ANAK umur 4 tahun diasuh oleh
Penggugat, karena Penggugat merasa khawatir jika diasuh oleh Tergugat
karena Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa
menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan
sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan
Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat
bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Redi bin Usman umur 10
tahun diasuh oleh Penggugat dan ANAK umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat
berada di bawah hadhanah Penggugat.

4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;
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Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rini Fahriyani llham,
S. HI., MH.) tanggal 12 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan
sebagaimana dalam berita acara sidang yaitu mencabut permohonan hak asuh
terhadap anak bernama Muhammad Redi bin Usman, selebihnya tetap pada
gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan
tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bontonompo Kabupaten Gowa
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Nomor 162/14/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomorxxxxxxxx. tanggal 09 Oktober 2019
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXX  XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.Saksi

Saksi 1 SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx

XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman bersama di Dusun Barua, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXK XXKXXXK, XXXXXXXXKX XXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, atas
nama ANAK (dalam asuhan Tergugat) dan ANAK (dalam asuhan
Penggugat);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
bulan Januari 2021;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu
Tergugat juga sering memakai Narkoba, marah-marah tanpa alasan yang
jelas;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri,
tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Maret 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi utama masalah
anak;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi;
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- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman bersama di Dusun Barua, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXK XXXXXXK, XXXXXXXXK XXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, atas
nama ANAK (dalam asuhan Tergugat) dan ANAK (dalam asuhan
Penggugat);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
bulan Januari 2021;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu orangtua
Tergugat juga sering ikut campur dengan masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri,
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Maret 2022 sampai sekarang sudahberjalan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi utama masalah
anak;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat
menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada
gugatan dan jawabannya masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, hamun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2
(dua) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan
lain, Tergugat sering memakai obat-obat terlarang (NARKOBA), Tergugat sering
marah-marah tanpa alasan yang jelas, Orang tua Tergugat masih sering ikut
campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat
tidak menghargai Penggugat karena Tergugat sering pergi tanpa seizin
Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, Tergugat
kurang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat; sehingga Tergugat
meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui
adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap
pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2013, dan telah dikaruniai anak
kedua bernama Refiyanti umur 4 tahun 11 bulan dan relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2013, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
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telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para
saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama
lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK;

2. ANAK, umur 4 tahun 11 bulan, dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita
idaman lain dan memakai Narkoba serta memiliki sifat pemarabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2
tahun 3 bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pengggugat telah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun
karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan
perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Takalar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga
meminta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
ANAK, umur 4 tahun 11 bulan, yang saat ini berada dalam penguasaan
Penggugat, diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah);

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan
anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan
agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,
dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak);
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun berdasarkan pemeriksaan
setempat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, demi
kebaikan dan kepentingan kestabilan psikologis anak-anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama ANAK, umur 4 tahun 11 bulan, maka Penggugat sebagai
ibu kandung berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan/hadhanah anak
tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu
dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena
hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang
dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim
Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
97/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin
Persidangan Dengan Hakim Tunggal,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan anak yang bernama bernama ANAK, umur 4 tahun 11 bulan
berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandung,
dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih
sayang kepada anak tersebut;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama
Takalar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal
6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuddin Wabhid, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 315.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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